
NOMOR
rmpIRAN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

000.7.2 /Kep.   513  -Bappelitbangda/2024
1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang       :   a.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor  PER/9/M.PAN/5/2007   tentang  Pedoman  Umum
Penetapan lndikator Kineria Utama di Lingkungan lnstansi
Pemerintah,  Bupati  wajib  menetapkan  Indikator  RInelja
Utama  untuk  Pemerintah  Kabupaten  dan  Satuan  Kelja
Pemerintah   Daerah   (SKPD)    serta   unit   kerja   mandiri
dibawahnya;

b.    bahwa  penetapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor 6 Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan
Daerah     Nomor     7     Tahun     2019     tentang     Rencana
Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah    Kabupaten
Cirebon   Tahun   2019-2024    merupakan   dasar   utama
pelaksanaan      penetapan      Indikator      Kineria     Utama
Perubahan    Pemerintah    Daerah    dan    Satuan    Keria
Perangkat Daerah (SKPD);

c.     bahwa    berdasarkan    hampiran    I    Peraturan    Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perianjian
Kinelja,   Pelaporan   Kinerja   dan  Tata   Cara   Reviu  Atas
Laporan  Kinelja  Instansi  Pemerintah,  Peljanjian  Kinerja
dapat    direvisi    atau    disesuaikan    dalam    hal    teljadi
pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi
yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan
perubahan  prioritas  atau  asumsi  yang  berakibat  secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;



d.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  hunrf a,  huruf b,  dan  huruf c,  perlu  menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinelja Utama
Perubahan  di  Lin8kungan  Pemerintah  Ifabupaten  Cirebon
Taliun Anggaran 2024;

Mengingat          :    1.     Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pe mbe ntukan       D aerah -D ae rah       Kabupate n       D alam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal   8  Agustus   1950)   sebagaimana  telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang
Nomor      14      Tahun      1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   I.embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2.     Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor    47,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4287);

3.     Undang-Undarig     Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2004   Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4.     Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2004     tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor    66,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4400);

5.     Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional   (I,embaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

6.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana
telah      diubah      beberapa      kali,      terakhir      dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022  tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor    41,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Nomor 6856) ;



7.     Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2022  tentang Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah   Pusat  dan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2007   tentang
Pengelolaan    Uang    Negara/Daerah    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2007   Nomor  83,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang
Tahapan,    Tata   Cara    Penyusunan,    Pengendalian    dan
Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2008
Nomor 2 1 , Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817) ;

10.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pe mbinaan         dan         Pengawasan         Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

11.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019
Nomor    52,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6323);

12.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi    Birokrasi    Nomor    53    Tahun    2014    tentang
Petunjuk Teknis Peljanjian Kinelja,  Pelaporan Kinelja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinelja Instansi Pemerintah
(Berita      Negara      Republik      Indonesia     Tahun      2014
Nomor 1842);

13.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang   Daerah   Dan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan     Jangka     Panjang      Daerah,      Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,   dan  Rencana
Kelja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

14.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita      Negara      Republik     Indonesia     Tahun      2020
Nomor  1781);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

15.  Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor      14
Tahun   2009   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka
Panjang   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2005-2025
(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2009
Nomor  14, Seri E.8);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012
tentang    Sistem     Perencanaan     Pembangunan     Daerah
(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2011
Nomor 9, Seri E.4);

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019  Nomor  7)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  6 Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas  Peraturan
Daerah Kabupaten  Cirebon Nomor 7 Tahun 2019  tentang
Rencana     PembangLman   `  Jangka     Menengah     Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024
tentang   Perubahan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran     2024     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

19.  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 74  Tahun  2024  tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2024  (Berita  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSRAN:

:   Menetapkan   Indikator   REnelja   Utama   (IKU)   Perubahan   di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  Anggaran
2024     sebagaimana     tercantum     dalam     Lampiran     yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Indikator  Kineria  Utama  Perubahan  sebagaimana  dimaksud
pada    Diktum    KESATU    merupakan    acuan    kinelja    yang
digunakan    oleh    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon,    untuk
menetapkan rencana kinelja tahunan, menyampaikan rencana
kineria dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kineria,
menyusun   laporan   akuntabilitas   kineq.a   serta   melakukan
evaluasi     pencapaian     kineria     sesuai     dengan     Dokumen
Perubahan   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   Kabupaten
Cirebon  dan  Dokumen  Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



KETIGA              :   Indikator  Kinelja  Utama  Perubahan  sebagaimana  dimaksud
pada   Diktum   KESATU,   disusun   dengan   mengacu   kepada
Indikator Kinelja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT          :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal  13  Qktober  2J24

Pj. BUPATI CIREB0N,

''.=tl      I

Tembusan:
1.  Yth. Pj. Gubemur Jawa Barat;
2.  Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



!!I)
aaa

:::` ii;B

CJ`I
cop CL

a.a, €P

!j
8i

8- g

£g E
BB.

f=A

+0' PI

cO I

5- no B
§ ai

A
E:

tJ a'a* I)

ro0\ 8
E

gA

C> C)a
tJ

t®Cha 8:
T5

C>
C)

ii ii g
95

#a
EE] B8tJ

CJ

E

>
Ea Z

C' a I,

± ±
tJtJ C'C'

Bi£B
±i ±:

ii ii



::::i
!!5sfr..

d§=

g£.-

EE E[FCOai
#B

ii
F

#
fLE

IiIgB

5jtji
!a8

P
g
ii

*

iiiE-®*
i®£8
Ii.=

i i
i=i 8

i9. B
5 Ei E.

iro -t® +J>J> i-CJ|a
5

g

J> 0\
00 Ce t'

+J= I-ro i00cO iroC)Cn

i®J> ChCD

C'- C'- tJ-
giCO E Z

#B
Ei E! E]
cOEH aC' ZtJ

i
-C' -t' HC'-5 -5 -£
a a I,

tJ- tJI tJ- coE

01i i i
02 CO GO f=

aCOCqI aatJ-tJ =atJ-a Er
®
H

B-£ I= a



i€:i ¥
!!

@aD

g8T
a..
§§

S€Oa. gfgaaa
B E;

iE ii ii
8. a* ng® ® =i3

ii

.
cO I 1
8E F Ej3 at' _a

El

a. ag

EP i
iE i

I.I
-

no

gF.gE
IC'a--, ai

¥=iiB

iEg
I®£

*8 E:

5E-
t3    ngco tj 0=.

?EX= CLf= i
GOet a* i-i B

8 B C| g 8 P
a a I* a a A
® ® P ® ® a5 B 5 = I)

CnaChJ> teC®a NCX)iJ> iCnCn -ag
5

g0\NC®+ roCeC> t®00iJ> iL-CJ1 Ha8

i

!i§Ea

CJ-acOai

iii

C'-aCOaCOi g#ir

I;i

a-ZcOaGOi co#

iii

coE

ia1B



!!
:ga i

i::::
•.,;,.: ii;g

igiEE'

gi g
BA
a'I)

00CA aa i
g*

CX)CA aa
i

PP cop

TJ

>> >
=CJ Za a
cO CO a> >

#iI,

C' tJ
>CO EgZ>
nga ngEa 0>
t+ I- -i i-P= -*

Pco Pco

i
±§ =E;
8E 8E
:E ;Ei

ii ii
a1i

IP: IP!

a==s !!I)
a~,

tgF I
FE. i-
0ng

j!B
i.a
EE
J=F

F8

i  :i<ii!
51i

I  :iiiE
gi€I)

i

8 8I# *
iI)i

Cna00

5

!CnaCD
T5

5E:EE g#ar

tJ tJ a tJ tJ

i®IB

±±E=i



-
i!!€pa8

3~,

jiii ii-iii
9.88 -E9:

E'

iig

I

E£

aigii

gi
8a

::.:: i.
PA
iI)

Cna roCn
--Cn acoCDa

i
g

i J> t®a

CJ'a eoCnJ>
L-L-Crl C>COCOa5E=Ei

it® t®®

tJtJ a-Z

g
EB
ngGO

EE

i #aErii
tJO CJIi P# C'  C'  C'  tJ  C'

®
±i ±EEZE
ngcO CO

E!E E
II

ii I

Ja11i



a

I
gE
&g

a
B

ijj ijj iiji! iFiiii ii
gg

ag

aigii

I.                ,.                I.

8 B g 8 BI I I Aa,
5. #B #aa at)i

acoJ=C> it®t®Cn Cntoco CniCJl

i
8*aCJ[C)a HroCna iiJ> Cn+CJ|

T5

5=E=! g#i-

a

C' C'  tJ tJ tJ

iIi

± = E = Ej



j!aI)

iE
i[i

9.i

:i!ii

F

ii E!
ai:i

8b 5`

Ei i. :=cO

a- B 9

I[- L-- t-C>aES

ai8ii

aa= ~.

B B
-a

8 B 8A
a. a. a. a. 8I

CA)CJ|a -co8:
iCn

Cnto®to cOLIa

5
8ACACJ|a I-00Cn0\

HCn
CnHCnC» cOaHa

i

iia*gE

5

=C'I-!EIaaa?

g!!atr

02co cotb =C'--!ZIaa=?

iii-i!!iE
8!i Bi

a a
g1„ Pa a

: B=
OD 8 F>
GO cO- -



ii.
C3.%

i!ggiI

iiCL

%gEE ;ii
Fg aa:i F

E&i.a EE:
FLii8B

5. i ¥. a. 5, = €%
®8

iFgE ±'i:Oa

E*noC'

EEF

ngE *E IP00i. ngE

8i;i. !E ±B

#;
5E

5E
B® 5Eii5i iI t3=

EB

I. a8Bi
e3. i:

#i
i 8

g EB atbLOP:E

5
€i

®
8 ElB

tJ® 8 B itt 85. #
a, r. .

P I I PI)

aI COCD00
CX)Cn - ia

5
gA-J>a CA)CO00

00Cn - HC)

i
E!

iiE!E2Ba

-ZcOngtE5ai >co cotp

eE5 =8<> i> C'-

iitJP

tJZiia >E;aP8a a#

EE ±
-£-

EE
Ba

ir

iiiii

tJtJ -aCOE!a CJco coco

B:;
§8 ¥8
5± =:a
=Ejii ia00 a

ii
i „2-B

ii;
ItJa

- CO-

**

E
®®

iii
¥ii `a  ..

i;I
SBIa

B

gg§

F

11
I)a,-

i:IaaP
Ia
iI
F
0
®

air-*
f:I

cOaI
p&

8 PI *
a)
® PI EI

iiCJ1C>

i
B

iiCna lt' €

i
I+

ii!i
P0i
£
Fa A

iii
aPai
Fr

tp0 ®
t#= I
ao Oq

i>a lt)I>
ngCO

gD>>

ii
iit,
®,

gE
aP
FC.cO>-



i;i
gg§#

i!t)

SiiiQL
Qoh

a.. EL9. aa a

-i£5a.FB tcI.
F

®I
CLpEi

i!B

i   E*<g

igE'
i!      a.p
BcO

E:5
8!
CL n
E!. i
d f:€ElZ-
no
tb

P

8a.

-
E

i
®3
EO, iB=8i

-COcOChJ>
C®cOCA)

5
gA-CDCDChJ>

CL)iCA

i
Pco noGO

gBng> giZC'

?: >E8IODIEaaa i>tg
tJZ r+Bit,gEE

BE

g§E?

iiii
B¥ 8=i
oC: i=
Ong ®I
ng

iEg> >-



EznEEIE

L

+,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga  Nomor  11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

SU M B E R                        Kodepos.45611

Kepada
Dari

Nomor
Tanggal
Sifat
Lampiran
Hal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
000.7.2/4/PPEPD
3 0ktober 2024
Penting
1  (satu) berkas .ng\#
Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang
Penetapan   `lnqikator   Kinerja   Utama   Perubahan   di   Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Disampaikan    dengan    hormat,    bahwa    untuk    melaksanakan
ketentuan        Pasal    3    dan    Pasal    4    Peraturan    Menteri    Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang
Pedoman   Umum  Penetapan  lndikator  Kinerja  Utama  di   Lingkungan
lnstansi   Pemerintah,   perlu   menetapkan   lndikator   Kinerja   Utama   di
Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten  Cirebon  Tahun  Anggaran  2024.
Sehubungan  dengan  telah  ditetapkannya  Perubahan  Rencana  Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan hasil evaluasi terdapat
target-target  yang  telah  tercapai  dan  belum  tercapai,  sehingga periu
dilakukan perubahan. Maka  bersama  ini  kami  sampaikan Keputusan
Bupati Cirebon tentang Penetapan lndikator Utama (IKU) Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan  dengan   hal  tersebut,   kami   mohon   perkenan   Bapak
untuk  menandatangani  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Penetapan
lndikator  Kinerja  Utama  (lKU)  Perubahan  di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

Demikian  atas  perhatian  dan  perkenan  Bapak,  kami  sampaikan
terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREB0N,

DANG[. S.Si„MT..M.Sc.
Pembina Tk. I

NIP.197311011998031006

Tembusar|_ :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Dokumen ini telah ditandatangani secarai elektronik menggunakan senitika[I elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serlifikasi Elektronik (BsrE), BSSN


